BAB V
KESIMPULAN

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker

(PKPA) di Apotek Kimia Farma 23 mulai tanggal 15 Januari 2018
hingga 17 Februari 2018, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:

1.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di
apotek Kimia Farma 23 telah sangat membantu calon apoteker
dalam memahami tentang peran, fungsi dan tanggung jawab
apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
meliputi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan
obat, pengamanan sediaan farmasi dan pelayanan obat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker telah sangat membantu calon
apoteker dalam memahami bahwa seorang apoteker hendaknya
memiliki memiliki kemampuan mengelola apotek meliputi
manajemen sumber daya manusia, persediaan administrasi dan
keuangan guna mengembangkan apotek

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) membantu dalam
memperoleh  kesempatan langsung untuk melihat dan
mempelajari strategi serta melakukan kegiatan-kegiatan dalam
rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek,
dimana mahasiswa calon Apoteker memperoleh pengalaman
langsung dalam hal pelayanan resep maupun non resep

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) telah
memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan

kefarmasian di apotek yaitu permasalahan dalam menjalin
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komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan lain, pasien dan
masyarakat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker telah sangat membantu calon
apoteker dalam memahami bahwa seorang apoteker hendaknya
memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman
dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sehingga sesuai

dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek.



BAB VI
SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 23 adalah sebagai
berikut:

1.

Calon apoteker diharapkan membekali diri dengan ilmu dan
pengetahun tentang obat, pelayanan kefarmasian di apotek baik
pelayanan klinis dan manajemen apotek serta perundang-
undangan yang terkait dengan kefarmasian sehingga
memperlancar kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di
Apotek.

Calon apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan
kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh informasi yang
optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan
keterampilan dalam mengelola apotek.

Bagi Apotek Kimia Farma 23 disarankan penyampaian KIE
kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien dapat memahami
tetang hal-hal yang berkaitan dengan obat mulai dari indikasi,
cara penggunaan obat, efek samping obat dan terapi
nonfarmakologi sehingga pasien dapat memahami dengan jelas
dan obat yang diterima pasien mampu memberikan efek terapi
yang optimal.

Bagi Apotek Kimia Farma 23 disarankan mempertahankan dan

meningkatkan pelayanan kefarmasian yang telah berjalan.
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